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KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di

dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa

perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan

APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang

dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang

sah, di dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan

antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang,

dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan

keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset,

hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan

perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan

keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset

lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi

pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka

pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan

pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem
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penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan

(disposal).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Tahunan Tahun 2025

bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik

Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan

Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Simalungun, 18 Februari 2026

Kuasa Pengguna Barang,

Ditandatangani secara elektronik

Ruben Harlen Panjaitan
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I . PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang

dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber

dananya berasal dai APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)

2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :

a. Perusahaan Perseroan, dan

b. Perusahaan Umum.

3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.BMN DALAM SAPP
Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset

pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang

dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset

lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset
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bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak

wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap

meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang

tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam

pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya

Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka

pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan

Sistem Akuntansi Keuangan, sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang sama-sama

dilaksanakan pada SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan

secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian

Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga

memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu,

keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna

Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-

undangan.

b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.
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c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga

menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh

informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan

yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja

Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang

Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.
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II . DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia;
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12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan

Barang Milik Negara berupa Tanah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemanfaatan Barang Milik Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan

Barang Milik Negara;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan

Barang Milik Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang

Milik Negara;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Pusat;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
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24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kembali Barang Milik Negara;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi

Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam

Penangaan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi

SAKTI;

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data

Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat

dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat;

30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara;

31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
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II I . KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan

pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem

Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat

dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara

(BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya

maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya

ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset

tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang

memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa

Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN

yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan

Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam

Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah

digolongkan sebagai aset lain-lain.
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Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik

Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan

pelaporannya.

3.1 ASET TETAP
A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi

siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri,

misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya

diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum

serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik

Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau

dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah

BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu

Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik

Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat

Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan

Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit

Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN

yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air,

Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA
Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan

Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah

Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga,

Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset

Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi

Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)
Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset

tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala

(archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-

karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang

Bersejarah,

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu

berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat

mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk

digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis

pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti

komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan,

suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges,

bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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IV . LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN
Proses yang dilakukan dalammenyusun laporan BarangMilik Negara (BMN) ini berjenjangmulai

dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam

menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun

yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan

Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem

Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang

perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk

Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan

kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk

mencocokkan neraca, terutama untukmengecek keakuratan data BMNperolehan pembelian.

Terhitung mulai tahun Anggaran 2017, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan

Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa

Aset Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan Tahun 2025

telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai

dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri

Simalungun adalah sebesar Rp13.439.112.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET NILAI RUPIAH

Persediaan 13.892.280

Tanah 9.362.684.000

Peralatan dan Mesin 5.552.824.909

Gedung dan Bangunan 4.527.618.762

Jalan, Irigasi dan Jaringan 0

Aset Tetap Lainnya 12.543.026

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0

Akumulasi Penyusutan Mesin (4.266.389.626)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.764.061.056)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (0)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0

Aset Tak Berwujud 0

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (0)

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintahan (0)

Total 13.892.280

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Tahunan Tahun 2024 dengan Tahunan

Tahun 2025.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2023 DAN TAHUNAN TAHUN 2024

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET TA 2024 TA 2025

Persediaan 690.000 13.892.280

Tanah 9.362.684.000 9.362.684.000

Peralatan dan Mesin 4.332.518.334 5.552.824.909

Gedung dan Bangunan 3.784.817.332 4.527.618.762

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0

Aset Tetap Lainnya 12.543.026 12.543.026

Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (3.757.102.136) (4.266.389.626)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.389.475.247) (1.764.061.056)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan (0) (0)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0

Aset Tak Berwujud 0 0

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (0) (0)

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam
operasi pemerintahan 0 0

Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam
operasi pemerintahan (0) (0)

Ekstrakomptabel 8.358.000 9.058.000

Akumulasi Penyusutan BMN Ekstrakomptabel (3.748.450) (5.607.550)

Total 12.351.284.859 13.442.562.745
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TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

4.2.1. ASET TETAP
a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun_2025 tidak

mengalami perubahan nilai.

b. Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun

2025 mengalami perubahan nilai.

c. Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan

tahun_2025 mengalami perubahan nilai.

d. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan

tahun_2025 tidak mengalami perubahan nilai.

e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun_2025

tidak mengalami perubahan nilai.

f. Nilai Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun_2025

tidak mengalami perubahan nilai.

g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun_2025 tidak

mengalami perubahan nilai.
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4.2.3. PERSEDIAAN
Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun_2025 mengalami

perubahannilai sebesar Rp13.202.280,00.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN_2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

PERSEDIAAN TA 2024 TA 2025

Barang Konsumsi 449.000 11.179.575

Amunisi 0 0

Bahan Untuk Pemeliharaan 241.000 2.712.705

Suku Cadang 0 0

Pita Cukai, Materai dan Leges 0 0

Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau

diserahkan kepadamasyarakat

0 0

Bahan Baku 0 0

Barang dalam Proses 0 0

Persediaan untuk Tujuan Strategis 0 0

Persediaan Barang Hasil Sitaan 0 0

Persediaan lainnya 0 0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun

2025 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA
Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun_2025 tercapai

keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca

Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan

tahun 2025.
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TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TAHUNAN TAHUN 2025

NAMA ASET UAKPA UAKPB

Persediaan 13.892.280 13.892.280

Tanah 9.362.684.000 9.362.684.000

Peralatan dan Mesin 5.552.824.909 5.552.824.909

Gedung dan Bangunan 4.527.618.762 4.527.618.762

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0

Aset Tetap Lainnya 12.543.026 12.543.026

Konstruksi dalamPengerjaan 0 0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (4.266.389.626) (4.266.389.626)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.764.061.056) (1.764.061.056)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (0) (0)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0

Aset Tak Berwujud 0 0

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (0) (0)

Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasi
Pemerintahan 0 0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak
digunakan Dalam Operasi Pemerintahan (0) (0)

Total 13.439.112.295 13.439.112.295
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V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA
5.2. SARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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VI . LAPORAN BMN

Data yang disajikan dalam laporan BarangMilik Negara Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan

Tahun 2025 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalammembuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam penyusun Laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian

Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan,

dan dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan agar menjadi lebih baik, transparan

dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh

Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Tahun Anggaran 2025 dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran 2026 dan secara umum terus

bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya di bidang

Anggaran,ManajemenAset (BMN) dan Pelaporannya padaMahkamahAgung RI dan Pengadilan

dibawahnya.
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OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025
Unauditedmerupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Simalungun selakuKuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode TahunAnggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentukpertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Simalungun selama TahunAnggaran 2025.Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited)ini adalah untukmemberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhirBMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun beserta mutasi tambahkurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP Unaudited ini menjadi dasar bagipenyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integraldari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited).Penyusunan LBKP (Unaudited) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (Unaudited) ini juga telahmemperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara NomorS-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan danLaporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan LaporanBarang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP
(Unaudited) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan sertaSistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi danintegritas data yang disajikan dalam laporan.Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaanBMN, yang terdiri dari:1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi asetBMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung danBangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi DalamPengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yangDihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini jugamerinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya,Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnyauntuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LBKP) I UNAUDITED - TAHUN 2025 I
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN (400370)

2

2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp 13.892.280,00 yang berasal darinilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp690.000,00 dan mutasi tambah kurangsebesar Rp13.202.280,00.3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri ataspembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masukBMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) PerolehanLainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesarRp11.712.163.337,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta seratus enampuluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika adapenghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4)pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lainsebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp9.749.055.332,00(Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tigaratus tiga puluh dua rupiah);5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untukmemberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraiantentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan BarangPengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikandalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan StatusPenggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkanstatus penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola;2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baikdikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Penggunabarang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari PengelolaBarang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.LBKP (Unaudited) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan LaporanKeuangan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusidalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun2025 (Unaudited). Penyusunan LBKP (Unaudited) yang berkualitas menjadi langkah awal yangesensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (Unaudited) ini tidak hanyamerupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untukmeningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan menyusun LBKP
(Unaudited) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Simalungun telah berkomitmendalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akanmeningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuanpembangunan nasional.
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CATATAN ATAS LAPORAN BARANGMILIK NEGARA

I. PENDAHULUANSejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang MilikNegara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paketperaturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara.Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengaturpengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruhseluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan,pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci darisiklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasancakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklusperbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkanpengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampumendukungpelaksanaanpelayanan publik yang optimal.Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun,sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untukmenyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Denganpelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Simalungun dapatmenjadi lebih transparan dan akuntabel.
A. Dasar Hukum1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2024;5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah;6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan;7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;10)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atasPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;11)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentangPenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;12)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang BaganAkun Standar;13)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentangPenatausahaan Barang Milik Negara;14)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BarangMilik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;15)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentangAdministrasi Pengelolaan Hibah;16)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata CaraRekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah;17)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang PengasuransianBarang Milik Negara;18)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BarangMilik Negara;19)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;20)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Pusat;21)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;22)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;23)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara PenggunaanBarang Milik Negara;24)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara PengelolaanBarang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan FungsiKementerian/Lembaga;25)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian BarangMilik Negara;26)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan PenyusutanBarang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;27)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan
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Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;28)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga AtasKeputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat DalamRangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada EntitasPemerintah Pusat;29)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul RekonsiliasiData Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;30)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang ModulAmortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas PemerintahPusat;31)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentangTabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa AsetTetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;32)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentangPerubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;33)Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata CaraRekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BarangMilik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;34)Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentangPemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan35)Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan PelaporanKeuangan.
B. Entitas PelaporanPengadilan Negeri Simalungun selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawahMahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/PembantuPengguna Barang Eselon I.
C. Periode PelaporanPeriode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalahuntuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANGMILIK NEGARAPenatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukungtertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi saranapertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu.LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan
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terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yangmerupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatiflaporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansitercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilaiumpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas darikekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihaktertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal(antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapaijika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahamanpengguna laporan.Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan danpelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku.Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMNsesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapakebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)3. Kapitalisasi BMN4. Penyusutan BMN5. Rekonsiliasi BMN6. Pelaporan BMN
A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan KodefikasiPenggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalammempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkansistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan PenggunaBMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudahdibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokanyang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untukmenciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangansesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan UrusanAdministrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuktanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan olehKementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentangPerubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadapkodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia.Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian TanahBangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilansebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapatmeningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yanglebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudahmengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan
B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun StandarSalah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untukNeraca BMN Pengadilan Negeri Simalungun. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusunsesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMNberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturanperubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar.Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, AsetTetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atauperlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untukdijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan,yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset inidikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin,Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi DalamPengerjaan.Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategoriaset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari AsetTak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapatdiidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang ataujasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidaktergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.
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Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansitermasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalamLaporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antarKementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP inidiharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akanmendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan danpengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.
C. Kebijakan Kapitalisasi BMNKapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), BMNdiklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMNintrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam NeracaPemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhikriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yangtelah ditetapkan, yaitu:1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah) atau lebih.2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) atau lebih.3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak senibudaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (satu rupiah) atau lebih.Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam NeracaPemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga,hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai asetdalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.
D. Kebijakan Penyusutan BMNPenyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yangmengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya.Pengadilan Negeri Simalungun, dalam LBKP Tahun 2025 (Unaudited) ini telah menerapkanpenyusutan aset tetap BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitasdan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang
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berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yangtelah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku)per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untukaset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilaiwajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilairesidu.4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiapsemester selama masa manfaat aset tetap tersebut.Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik NegaraBerupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman padaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atasKeputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangkaAmortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMNRekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yangmemengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan denganbenar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yangrelevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanismerekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses inidimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudianrekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internaloleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi
BarangMilik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur TransaksiBMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (Electronic State-
Asset Development and Enhancement Work Application). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasidilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untukmemastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
F. Kebijakan Pelaporan BMNSeluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaanBMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitaspengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMNadalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa
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Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang(LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnyamengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur
Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-
186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan
dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026
tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang
Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORANLaporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun periode TahunanTahun Anggaran 2025 (Unaudited) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMNyang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Nilai BMNgabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan TahunAnggaran 2025 (Unaudited) ini adalah sebesar Rp19.464.728.697,00 (sembilan belas milyar
empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan
puluh tujuh rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesarRp17.500.920.692,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu enamratus sembilan puluh dua rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesarRp1.963.808.005,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tigas juta delapan ratus delapan
ribu lima rupiah). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesarRp11.712.863.337,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga
ribu tiga ratus tiga puluh tiga tujuh rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp9.749.055.332,00(sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh
dua rupiah) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan.Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yangberasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBNselama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksipenambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN padaperiode tahun berjalan.Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu gunamempermudah dalammelakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 20253. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 20254. Laporan Barang Persediaan;5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);7. Laporan Aset Tak Berwujud;
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8. Laporan Barang Bersejarah;9. Laporan Barang Rusak Berat;10. Laporan Barang Hilang;11. Laporan BPYBDS;12. Laporan Barang Hibah DK/TP13. Laporan Penyusutan;14. Laporan Amortisasi BMN;15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);16. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN);17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo AwalNilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesarRp17.500.920.692,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu
enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilaiBMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp17.492.562.692,00 (tujuh belas milyar
empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan
puluh dua rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp8.358.000,00 (delapan juta
tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

B. RingkasanMutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (Unaudited) yang berakhirpada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
1. Barang PersediaanSaldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri SimalungunTahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.892.280,00 (tiga belasjuta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:Uraian Saldo Awal(Rp) Mutasi(Rp) Saldo Akhir(Rp)117111 Barang Konsumsi 449.000 10.730.575 11.179.575117113 Bahan untukPemeliharaan 241.000 2.471.705 2.712.705117121 Pita Cukai, Meteraidan Leges 0 0 0117131 Bahan Baku 0 0 0Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan
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Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesarRp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilaiRp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (nol rupiah).
2. TanahSaldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri SimalungunTahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.362.684.000,00 (sembilanmilyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 5.174 m2 dengan nilai sebesarRp9.362.684.000,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratusdelapan puluh empat ribu rupiah), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol
rupiah), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Rincian MutasiTanah adalah sebagai berikut:Mutasi Tambah Tanah meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp)Pembelian 0Hibah Masuk 0Reklasifikasi Masuk 6.435.553.000Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah TanahMutasi Kurang Tanah meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp)Transfer Keluar 0Reklasifikasi Keluar 6.435.553.000Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang TanahDari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfatkan olehpihak ketiga adalah seluas 0 m2 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedangdalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00(nol rupiah).Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas(m2) Nilai(Rp)Baik 5.174 9.362.684.000Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 0 0Tabel 4. Kondisi Tanah
3. Peralatan danMesin
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Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 555 buah dengannilai sebesar Rp5.561.882.909,00 (lima milyar lima ratus enam puluh satu juta delapanratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiridari saldo awal sebanyak 521 buah dengan nilai sebesar Rp4.340.876.334,00 (empat
miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga
puluh empat rupiah), mutasi tambah sebanyak 47 buah dengan nilai sebesarRp1.818.843.575,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus empat
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 13 buahdengan nilai sebesar Rp597.837.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan
ratus tiga puluh tujuh rupiah).Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:a. Alat Besar (3.01)Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri SimalungunTahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesarRp588.300.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilaisebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesarRp588.300.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Reklasifikasi Masuk 588.300.000 0Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat BesarMutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- - -Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat BesarDari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan daripenggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nolrupiah).Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)Baik 1 588.300.000Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 0 0Tabel 7. Kondisi Alat Besarb. Alat Angkutan (3.02)
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Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 7 buah dengannilai sebesar Rp857.400.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6buah dengan nilai sebesar Rp487.100.000,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengannilai sebesar Rp370.300.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilaisebesar Rp0,00.Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Pembelian 370.300.000 0Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat AngkutanMutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- - -Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat AngkutanDari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan daripenggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nolrupiah).Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)Baik 7 857.400.000Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 0 0Tabel 10. Kondisi Alat Angkutanc. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)Tidak ada jenis barang Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pengadilan NegeriSimalungun.d. Alat Pertanian (3.04)Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Pengadilan Negeri Simalungun.e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna PengadilanNegeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 399 buahdengan nilai sebesar Rp1.167.155.809,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awalsebanyak 379 buah dengan nilai sebesar Rp948.439.234,00, mutasi tambah sebanyak 32buah dengan nilai sebesar Rp228.253.575,00 dan mutasi kurang sebanyak 12 buahdengan nilai sebesar Rp9.537.000,00.Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
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(Rp) (Rp)Pembelian dan Hibah Masuk 1.159.412.809 7.743.000Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah TanggaMutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Penghentian Aset dariPenggunaan 9.537.000 0Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah TanggaDari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Kantor dan RumahTangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 12buah dengan nilai sebesar Rp9.537.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuhribu rupiah).Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalahsebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)Baik 399 1.167.155.809Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 12 9.537.000Tabel 13. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tanggaf. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa PenggunaPengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025sebanyak 26 buah dengan nilai sebesar Rp433.885.600,00. Jumlah tersebut terdiri darisaldo awal sebanyak 25 buah dengan nilai sebesar Rp423.885.600,00, mutasi tambahsebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp598.300.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 1buah dengan nilai sebesar Rp588.300.000,00.Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Hibah Masuk, Pembelian 433.520.600 365.000Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan PemancarMutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- 0 0Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
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Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasionalpemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinyaadalah sebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)Baik 26 433.885.600Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 0 0Tabel 16. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancarg. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)Tidak ada jenis barang Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pengadilan NegeriSimalungun.h. Alat Laboratorium (3.08)Tidak ada jenis barang Alat Laboratorium pada Pengadilan Negeri Simalungun.i. Alat Persenjataan (3.09)Tidak ada jenis barang Alat Persenjataan pada Pengadilan Negeri Simalungun.j. Komputer (3.10)Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 122 buahdengan nilai sebesar Rp2.533.141.500,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awalsebanyak 111 buah dengan nilai sebesar Rp2.481.451.500,00, mutasi tambahsebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp33.690.000,00 dan mutasi kurangsebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Hibah Masuk 33.690.000 950.000Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah KomputerMutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- 0 0Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang KomputerDari jumlah Komputer di atas, Saldo Komputer yang statusnya dihentikan daripenggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nolrupiah).Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
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Baik 122 2.533.141.500Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 0 0Tabel 19. Kondisi Komputerk. Alat Eksplorasi (3.11)Tidak ada jenis barang Alat Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.l. Alat Pengeboran (3.12)Tidak ada jenis barang Alat Pengeboran pada Pengadilan Negeri Simalungun.m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)Tidak ada jenis barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada PengadilanNegeri Simalungun.n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)Tidak ada jenis barang Alat Bantu Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)Tidak ada jenis barang Alat keselamatan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun.p. Alat Peraga (3.16)Tidak ada jenis barang Alat Peraga pada Pengadilan Negeri Simalungun.q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)Tidak jenis barang Peralatan Proses/Produksi pada Pengadilan Negeri Simalungun.r. Rambu-Rambu (3.18)Tidak ada Jenis barang Rambu-rambu pada Pengadilan Negeri Simalungun.s. Peralatan Olahraga (3.19)Tidak ada jenis barang Peralatan Olahraga pada Pengadilan Negeri Simalungun.
Akumulasi Penyusutan Peralatan danMesinAkumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna BarangPengadilan Negeri Simalungun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) per 31Desember 2025 sebesar Rp4.271.997.176,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Jumlah tersebutterdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp4.266.389.626,00dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp5.607.550,00.
Realisasi Belanja Modal Peralatan DanMesinRealisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesarRp1.307.330.005,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima rupiah).

4. Gedung dan BangunanSaldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 10 buah dengan nilaisebesar Rp4.527.618.762,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan
belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak10 buah dengan nilai sebesar Rp3.784.817.332,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat
juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), mutasi tambah sebanyak 1
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buah dengan nilai sebesar Rp3.448.929.762,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan
juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dan mutasikurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.706.128.332,00 (dua miliar tujuh ratus enam
juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:
a. Bangunan Gedung (4.01)Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri SimalungunTahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 9 buah dengan nilai sebesarRp4.249.188.762,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 buah dengan nilaisebesar Rp3.506.387.332,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesarRp3.448.929.762,00 dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesarRp2.706.128.332,00.Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Pengembangan Melalui KDP 592.937.000 0Reklasifikasi Masuk 2.706.128.332 0Pengembangan Nilai Aset 149.864.430 0Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Bangunan GedungMutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Reklasifikasi Keluar 2.706.128.332 0Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Bangunan GedungDari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketigaadalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yangstatusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilaisebesar Rp0,00.Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp)Baik 8 998.532.000Rusak Ringan 1 3.250.656.762Rusak Berat 0 0Tabel 22. Kondisi Bangunan Gedung
b. Monumen (4.02)Tidak ada jenis barang Monumen pada Pengadilan Negeri Simalungun.
c. Bangunan Menara (4.03)Tidak ada jenis barang Menara pada Pengadilan Negeri Simalungun.
d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)Saldo Tugu Titik Kontrol/ Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai
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sebesar Rp278.430.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buahdengan nilai sebesar Rp278.430.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilaisebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/ Pasti tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- 0 0Tabel 22. Rincian Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/ PastiMutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/ Pasti tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- 0 0Tabel 23. Rincian Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/ PastiDari jumlah Tugu Titik Kontrol/ Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan olehpihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang TuguTitik Kontrol/ Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahadalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.Rincian data Tugu Titik Kontrol/ Pasti berdasarkan status kondisinya adalah sebagaiberikut:Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)Baik 1 278.430.000Rusak Ringan 0 0Rusak Berat 0 0Tabel 24. Kondisi Tugu Titik Kontrol/ Pasti
Akumulasi Penyusutan Gedung dan BangunanAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna BarangPengadilan Negeri Simalungun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) per 31Desember 2025 sebesar Rp2.763.557.706,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima
ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasipenyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp2.763.557.706,00 dan akumulasipenyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.
Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan BangunanRealisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesarRp149.864.430,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribuempat ratus tiga puluh rupiah).

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan JaringanTidak terdapat saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan padaPengadilan Negeri Simalungun.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :a. Jalan dan Jembatan (5.01)Tidak ada jenis barang Jalan dan Jembatan pada Pengadilan Negeri Simalungun.b. Bangunan Air (5.02)Tidak ada jenis barang Bangunan Air pada Pengadilan Negeri Simalungun.c. Instalasi (5.03)Tidak ada jenis barang Instalasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.d. Jaringan (5.04)Tidak ada jenis barang Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun.
6. Aset Tetap LainnyaSaldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 53 buah dengan nilaisebesar Rp12.543.026,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam

rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 53 buah dengan nilai sebesarRp12.543.026,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasikurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (nol rupiah).Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:a. Bahan Perpustakaan (6.01)Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan NegeriSimalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 53 buah dengan nilaisebesar Rp12.543.026,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 53 buah dengannilai sebesar Rp12.543.026,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- 0 0Tabel 25. Rincian Mutasi Tambah Bahan PerpustakaanMutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)- 0 0Tabel 26. Rincian Mutasi Kurang Bahan PerpustakaanDari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikandari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)Tidak ada jenis barang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga pada PengadilanNegeri Simalungun.c. Hewan (6.03)Tidak ada jenis barang Hewan pada Pengadilan Negeri Simalungun.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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d. Ikan (6.04)Tidak ada jenis barang Ikan pada Pengadilan Negeri Simalungun.e. Tanaman (6.05)Tidak ada jenis barang Tanaman pada Pengadilan Negeri Simalungun.f. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)Tidak ada jenis barang Aset Tetap dalam Renovasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap LainnyaAkumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa PenggunaBarang Pengadilan Negeri Simalungun Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) per31 Desember 2025 sebesar Rp12.543.026,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu
dua puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri Bahan Perputakaan Tercetak intrakomptabelsebesar Rp12.543.026,00 dan akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya ekstrakomptabelsebesar Rp0,00.
Monitoring Realisasi belanja modal Aset Tetap LainnyaRealisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesarRp1.157.465.575,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh limaribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

7. Konstruksi Dalam PengerjaanSaldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa PenggunaPengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 0buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporansebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 2 buahdengan nilai sebesar Rp592.937.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai Rp592.937.000,00(lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Hibah Masuk KDP 592.937.000 0Tabel 27. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam PengerjaanMutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Reklasifikasi KDP MenjadiBarang Jadi 592.937.000 0Tabel 28. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LBKP) I UNAUDITED - TAHUN 2025 I
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN (400370)

22

8. Aset LainnyaTidak Terdapat Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun.Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:
a. Aset Kemitraan dengan Pihak KetigaPengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraandengan Pihak Ketiga
b. Aset Tak BerwujudTidak ada jenis Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset LainnyaAkumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang KuasaPengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi PemerintahanSaldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BarangKuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldoawal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasi tambahsebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp9.537.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluhtujuh ribu rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 12 buah dengan nilai Rp9.537.000,00(sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebutmeliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)ReklasifikasiDari AsetTetap ke Aset Lainnya 9.537.000 0Pencatatan Barang YangMau Dihapuskan 9.537.000 0Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebutmeliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Pencatatan Barang YangMau Dihapuskan 9.537.000 0ReklasifikasiDari AsetLainnya ke Aset Tetap 9.537.000 0Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasi Pemerintahan
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang KuasaPengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 pergolongan barang adalah sebagai berikut:Golongan Barang Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)1. Tanah 0 02. Peralatan dan Mesin 9.537.000 03. Gedung dan Bangunan 0 04. Jalan dan Jembatan, Irigasiserta Jaringan 0 05. Aset Tetap Lainnya 0 0Jumlah 9.537.000 0Tabel 31. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari OperasionalPemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025(Unaudited) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.537.000,00 (sembilan juta lima ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang DihentikanPenggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilaiRp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp9.537.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh riburupiah) .
d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional PemerintahAset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah padaLaporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiridari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasitambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak0 buah dengan nilai Rp0,00.Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Reklasifikasi Dari Aset Tetap keAset Lainnya 0 0Pencatatan Pembatalan BarangYang Mau Dihapuskan 0 0Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi PemerintahanMutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel(Rp) Ekstrakomptabel(Rp)Pencatatan Barang YangMau Dihapuskan 0 0
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Reklasifikasi Dari Aset Lainnyake Aset Tetap 0 0Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi PemerintahanTidak ada Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari OperasionalPemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025.9. Aset BersejarahTidak ada Aset Bersejarah pada Pengadilan Negeri Simalungun.
V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember

2025

A. BMN per Akun NeracaNilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025(Unaudited) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.439.112.295,00 (tiga belas milyarempat ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh limarupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan,Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset TetapLainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Neraca

Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Rp % Rp % Rp %

I Aset Lancar1 Persediaan 13.892.280 0,07% 0 0% 13.892.280 0,07%
Sub Jumlah (1) 13.892.280 0,07% 0 0% 13.892.280 0,07%

II Aset Tetap1 Tanah 9.362.684.000 48,09% 0 0% 9.362.684.000 48,07%2 Peralatan danMesin 5.543.766.909 28,47% 9.058.000 100% 5.552.824.909 28,51%3 Gedung dan Bangunan 4.527.618.762 23,25% 0 0% 4.527.618.762 23,24%4 Jalan dan Jembatan,irigasi serta Jaringan 0 0% 0 0% 0 0%5 Aset Tetap Lainnya 12.543.026 0,06% 0 0% 12.543.026 0,06%6 KDP 0 0% 0 0% 0 0%
Sub Jumlah (2) 19.446.612.697 99,88% 9.058.000 100% 19.455.670.697 99,88%
III Aset Lainnya1 Kemitraan dengan PihakKetiga 0 0% 0 0% 0 0%2 Aset Tak Berwujud 0 0% 0 0% 0 0%Aset yang Dihentikandari Penggunaan 0,05% 0 0% 0,05%
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3 Operasional Pemerintah 9.537.000 9.537.000
Sub Jumlah (3) 9.537.000 0,05% 0 0% 9.537.000 0,05%

Total 19.470.041.977 100% 9.058.000 100% 19.470.041.977 100%Tabel 34. Nilai Barang Milik Negara Per Akun NeracaRincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna PengadilanNegeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neracaadalah sebagai berikut:
No. Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan

Rp % Rp % Rp %
I Aset Lancar1 Persediaan 0 0% 0 0% 0 0%

Sub Jumlah (1) 0 0% 0 0% 0 0%
II Aset Tetap1 Tanah 0 0% 0 0% 0 0%2 Peralatan danMesin (4.266.389.626) 70,75% (5.607.550) 100% (4.271.997.176) 70,77%3 Gedung dan Bangunan (1.764.061.056) 29,25% 0 0% (1.764.061.056) 29,23%4 Jalan dan Jembatan,irigasi serta Jaringan 0 0% 0 0% 0 0%5 Aset Tetap Lainnya 0 0% 0 0% 0 0%6 KDP 0 0% 0 0% 0 0%

Sub Jumlah (2) (6.030.450.682) 100% (5.607.550) 100% (6.036.058.232) 100%
III Aset Lainnya1 Kemitraan dengan PihakKetiga 0 0% 0 0% 0 0%
2 Aset Tak Berwujud 0 0% 0 0% 0 0%
3 Aset yang Dihentikandari PenggunaanOperasional Pemerintah 0 0% 0 0% 0 0%

Sub Jumlah (3) (0) 0% (0) 0% (0) 0%
Total (6.030.450.682) 100% (5.607.550) 100% (6.036.058.232) 100%Tabel 35. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun NeracaNilai akumulasi penyusutan BMN per akun neraca dapat diambil dari Laporan PenyusutanIntrakomptabel, Laporan Penyusutan Esktrakomptabel, dan Laporan Amortisasi Aset TakBerwujud.

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan KeuanganPerbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa PenggunaPengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 per akun neracaadalah sebagai berikut:
No. Uraian Neraca Laporan Barang Laporan Keuangan Selisih
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I Aset Lancar 13.892.280 13.892.280 01 Persediaan 13.892.280 13.892.280 0
II Aset Tetap 13.452.220.015 13.452.220.015 01 Tanah 9.362.684.000 9.362.684.000 02 Peralatan danMesin 5.552.824.909 5.552.824.909 03 Gedung dan Bangunan 4.527.618.762 4.527.618.762 04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 05 Aset Tetap Lainnya 12.543.026 12.543.026 06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 07 Akumulasi Penyusutan AsetTetap (6.030.450.682) (6.030.450.682) 0
III Aset Lainnya 9.537.000 9.537.000 01 Aset Tak Berwujud 0 0 02 Aset Lain-Lain *) 9.537.000 9.537.000 03 Kerjasama dengan PihakKetiga 0 0 04 Akumulasi Penyusutan AsetLainnya (0) (0) 0

Total Nilai BMN
(Intrakomptabel/Neraca)

13.448.649.295 13.448.649.295 0Tabel 36. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan BarangPerbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang dapat diambil dari TabelBerita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPB dan UAPA.Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisihpenyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.
VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMNPerkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5(lima) periode laporan terakhir (Unaudited), dapat disajikan sebagai berikut:
No Periode Laporan Nilai BMN Perkembangan

Rupiah Persen1 Laporan Unaudited 2021 14.143.377.520 - -2 Laporan Unaudited 2022 13.476.209.430 667.168.090 4,7%3 Laporan Unaudited 2023 13.077.129.599 399.079.831 2,96%4 Laporan Unaudited 2024 12.346.675.309 730.454.290 5,59%5 Laporan Unaudited 2025 13.439.112.295 1.092.436.986 8,85%Tabel 37. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Simalungun per Periode Laporan
Unaudited
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B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMNNilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Kuasa PenggunaPengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 adalah sebagaiberikut:
NO URAIAN

BELUM DITETAPKAN STATUS
PENGGUNAAN

TELAH DITETAPKAN STATUS
PENGGUNAAN

KUANTITAS NILAI (Rp) KUANTITAS NILAI (Rp)1 Tanah - - 3 9.362.684.0002 Alat Angkutan Bermotor - - 7 857.400.0003 Peralatan danMesin NonTIK - - 425 1.601.041.4094 Peralatan danMesin TIK - - 119 2.500.491.5005 Alat Berat - - 1 588.300.0006 Bangunan Gedung - - 3 3.200.406.7627 Rumah Negara - - 7 932.548.0008 Jalan dan Jembatan - - - -9 Instalasi dan Jaringan - - - -10 Bangunan Air dan Irigasi - - - -11 Aset Tetap lainnya - - 53 12.543.02612 Aset Tak Berwujud - - - -
JUMLAH - - 618 19.055.414.697Tabel 38. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

b. Pengelolaan BMNPengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun selama periode Tahun 2025 disajikandalam tabel berikut:
No Uraian Penggunaan Pemanfaatan Pemindah-

tanganan
Pemusna

han
Penghapusan Alih

Fungsi
Alih
Status

Jumlah

1 Dalam prosespengajuanpermohonanke PenggunaBarang 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dalam prosespengajuanpermohonanke PengelolaBarang 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dalam prosesPengelolaBarang 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Selesai diPengelolaBarang 41 0 1 0 12 0 0 54a.Dikembalikan 0 0 0 0 0 0 0 0b. Ditolak 0 0 0 0 0 0 0 0c. Disetujui 41 0 1 0 12 0 0 545 Dalam prosestindak lanjut 0 0 0 0 0 0 0 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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KuasaPenggunaBarang
6

TelahditerbitkanKeputusanolehPenggunaBarang
41 0 1 0 12 0 0 54

7 Tindak lanjutoleh KuasaPenggunaBarang 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Selesai serahterima dariPenggunaBarang 41 0 1 0 12 0 0 54
9 Gagal/Batalproses dariPenggunaBarang 0 0 0 0 0 0 0 0Tabel 39. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No Uraian Jumlah1 Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle 162 Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola 163 Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola -4 Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna -5 Selesai serah terima kepada Pengelola -Tabel 40. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025
d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan,

atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang1. Daftar Barang Rusak BeratNilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan,pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada LaporanBarang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (Unaudited)per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.537.000,00 sebagaimana rincian padaDaftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.2. Daftar Barang HilangTidak ada Daftar Barang Hilang pada Pengadilan Negeri Simalungun.
e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMNPermasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaanpenatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalahTidak terdapat permasalahan.2. Tanah Belum BersertipikatTidak terdapat permasalahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian MasalahDalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada PengadilanNegeri Simalungun, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untukmemastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihakterkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak,seperti Pemda setempat, BPN setempat, dan pihak ketiga terkait supaya tanahtersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasidan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidakdigunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

g. Pengungkapan Penting Lainnya
h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor PengadilanBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang PerubahanKeempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN,Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedungkantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Barang (Awal) NUP Nama Barang (Akhir) NUP1 Bangunan Gedung KantorPermanen 1 Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan 1Tabel 41. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan padaPengadilan Negeri Simalungun
i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di LingkunganMahkamah AgungDalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung danbadan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan StandarKebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang danStandar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap KetentuanPeraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan KeuanganKementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjut TemuanBPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, Tidak Terdapat temuan BPKpada Pengadilan Negeri Simalungun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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GAMBARAN UMUMPENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA

PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada MahkamahAgung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh MenteriKeuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) danKeputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secarainternal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran SekretarisMahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung danBadan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalamKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentangPendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna BarangKepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/WakilKepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/SekretarisTingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atasPermohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan PenghapusanBarang Milik Negara.Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkanketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telahdilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2025.a. Rencana Kebutuhan Barang Milik NegaraPada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun telah mengajukan RKBMN untukTahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis RKBMN Nama Barang Hasil Telaah1 Pengadaan Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Tidak Disetujui2 Pengadaan Station Wagon Disetujui3 Pemeliharaan Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Disetujui4 Pemeliharaan Sepeda Motor Disetujui5 Pemeliharaan CCTV - Camera Control Television System Disetujui6 Pemeliharaan A.C Split Disetujui7 Pemeliharaan Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) Disetujui8 Pemeliharaan Genset Disetujui9 Pemeliharaan Local Area Network (LAN) Disetujui10 Pemeliharaan Komputer Jaringan Lainnya Disetujui11 Pemeliharaan P.C. Unit Disetujui

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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12 Pemeliharaan Lap Top Disetujui13 Pemeliharaan Tablet PC Disetujui14 Pemeliharaan CPU (Peralatan Mini Komputer) Disetujui15 Pemeliharaan Printer (Peralatan Personal Komputer) Disetujui16 Pemeliharaan Scanner (Peralatan Personal Komputer) Disetujui17 Pemeliharaan Server Disetujui18 Pemeliharaan Router Disetujui19 Pemeliharaan Rak Server Disetujui20 Pemeliharaan Firewall Disetujui21 Pemeliharaan Wireless Access Point Disetujui22 Pemeliharaan Switch Disetujui23 Pemeliharaan Ethernet Converter Disetujui24 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Disetujui25 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri KelasIB Disetujui26 Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen Disetujui27 Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Disetujui28 Pemeliharaan Pagar Permanen Disetujui
Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujuisebanyak 159 usulan dan tidak disetujui sebanyak 1 usulan.Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun tidak mengajukan usulan RP3BMN untukTahun 2027.b. Penetapan Status Penggunaan BMNBMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun yang telah dilakukan PenetapanStatus Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 618 unit dengan nilai sebesarRp19.055.414.697,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan statuspenggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN
Belum Ditetapkan
Status Penggunaan

Telah Ditetapkan Status
Penggunaan

Jumlah BMN

Kuantitas
(A)

Nilai (Rp)
(C)

Kuantitas
(B)

Nilai (Rp)
(D)

Kuantitas
(A+B)

Nilai
(C+D)Tanah - - 3 9.362.684.000 3 9.362.684.000Alat AngkutanBermotor - - 7 857.400.000 7 857.400.000Peralatan dan MesinNon TIK - - 425 1.601.041.409 425 1.601.041.409Peralatan dan MesinTIK - - 119 2.500.491.500 119 2.500.491.500Alat Berat - - 1 588.300.000 1 588.300.000Bangunan Gedung - - 3 3.200.406.762 3 3.200.406.762Rumah Negara - - 7 932.548.000 7 932.548.000Jalan dan Jembatan - - - - - -Instalasi dan Jaringan - - - - - -

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Bangunan Air danIrigasi - - - - - -Aset Tetap Lainnya - - 53 12.543.026 53 12.543.026Aset Tak Berwujud - - - - - -
Total - - 618 19.055.414.697 618 19.055.414.697

c. Pengelolaan BMNPengadilan Negeri Simalungun telah melakukan permohonan terkait hibah, PenetapanStatus Penggunaan (PSP), penjualan BMN, sewa, penghapusan ke Pengelola Barang (melaluiKPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dalam Proses Permohonan ke PengelolaPengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadikewenangan Pengelola Barang. per 31 Desember 2025 sudah tidak lagi terdapatpermohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untukmenerbitkan persetujuan/keputusan.
2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna BarangPengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masihdalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola BarangSelama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan NegeriSimalungun telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesarRp958.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut
No. No. Tiket No. Keputusan Jenis Barang Nilai Permohonan

(Rp)1 PPL25061813500408943 23/MK/KNL.0202/2025 Genset 588.300.0002 PPL25091810145659022 33/MK/KNL.0202/2025 Station Wagon 370.300.0003 PPL25100915332861652 S-52/MK/KNL.0202/2025 Tanah Bangunan GedungKantor Pengadilan 0
4. Selesai Serah TerimaSelama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Simalunguntelah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp267.105.575,00,dengan rincian sebagai berikut:
No. No. Tiket Jenis Permohonan (PSP,

Penjualan, dll)
Nilai SK Penghapusan Pengguna

Barang1 PPL25043014565492872 Penjualan 9.537.0002 PPL25050909005202651 Penetapan Status Penggunaan (PSP) 103.429.9953 PPL25062509133703128 Penetapan Status Penggunaan (PSP) 29.040.0004 PPL25082814060920855 Penjualan Bongkaran 275.0005 PPL25092915420729547 Penetapan Status Penggunaan (PSP) 95.435.5806 PPL25121115524356986 Penetapan Status Penggunaan (PSP) 29.388.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun selakuKuasa Pengguna Barang

Ditandatangani secara elektronikRuben Harlen Panjaitan

Simalungun, 18 Februari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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